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PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.KP
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Amabi, RT.007 RW.003,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan
Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nuri RT.3 RW.2,
Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,
Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti

di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 3 Februari 2020
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.KP,
tanggal 3 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2018 M bertepatan
dengan tanggal 2 Rabi’'ul Ula 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan
Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0098/005/X1/2018;
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2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon, Termohon
mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Temohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Amabi
RT.007 RW.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara, Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), dan
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak, jenis kelamin laki-laki,
umur 9 bulan;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sangat bahagia
tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama, sekitar 1 minggu mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus
menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 19 Januari 2019 Termohon pergi
meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon
sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup
lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon
karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai
sesuai dengan tujuan perkawinan;

9. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 pihak keluarga telah berusaha
mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, agar
kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

10.Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya
Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup
lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon
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karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai
sesuai dengan tujuan perkawinan;

11.Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini
sesuai dengan ketentuan hokum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo.Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi
Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku
dibenarkan adanya perceraian;

12.Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon
berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan
Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagai suami istri putus karena perceraian;

13.Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kupang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Member izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di

depan siding Pengadilan Agama Kupang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Subsider :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak
pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas)
Pengadilan Agama Kupang tanggal 5 Februari 2020 dan tanggal 13 Februari
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2020 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa
tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim
menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,
oleh karenanya permohon Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum
lain yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 22/Pdt.G/2020/PA KP. gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 jumadil akhir 1441 Hijriah, oleh kami Rasyid
Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibudin Syah, S.H.l.,M.H.
dan Rustam, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
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oleh Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ARIS HABIBUDIN SYAH,S.H.I.,M.H. RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag.,M.H.
Rincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan :Rp. 170.000,00

4. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai :Rp.  6.000,00
Jumlah - Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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